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BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMORJfl'AHUN 2022 

TENTANG 

I SALINAN I 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHON 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNlJNG MAS, 

a. bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah harus 
dapat terlaksana dan mencapai sasaran atau tujuan 
s rta berkcsinambungan, s hi.ngga diperlukan 
p r ncanaan pembangunan yang clituangkan ke 
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Gunung Mas yang akan m njadi 
landasan bagi semua pihak dalam penentuan 
per ncanaan k d pan; 

b. bahwa Rencana Kcrja Pemcrintah Daerah (RKP ) 
K bupaten Gunung Mas Tahun 2023 memuat 
kebijakan yang merupakan kesepakatan atau 
kesatuan pandangan dan langkah-langkah yang 
p rlu dilakukan dalam p ny lenggaraan dan 
m rupakan sinkronisasi penjabaran secara konkrit, 
si tematis dan leruh.·1.1r dari P ru bahan RPJMD 
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
men tapkan P r turan Bupati ten ang Rencana 
K rja Pemerintah Da rah Kabupat n Gunung Mas 
Tahun 2023; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Ka bu paten Katingan, Kabupaten 
S ruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupat n 
Lamandau, Kabupat n Gunung Mas, Kabupat n 
Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 
Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang 
K uangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara R publik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covidl 9) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik. 
Indonesia Nomor 6485); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Darah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 288); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran 

/ 



Menetapkan 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 
Nomor 16); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 
Nomor 6); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 
Tahun 2010 ten tang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 
274.a) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 
2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a); 

24. Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 16 
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2022 Nomor 16); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 
TAHUN 2023. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan: 

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 
masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 
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mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas. 

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023. 

BABII 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 sebagai 
penjabaran lebih Ian.jut dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024. 

Pasal 3 

Kedudukan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2 merupakan acuan dalam menyusun KUA, PPAS 
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023. 

Pasal 4 

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 disusun dengan sistematika 
sebagai berikut: 
a. Bab I : Pendahuluan; 
b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; 
c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; 
d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 
e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 
f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan 
g. Bab VII : Penutup. 

Pasal 5 

Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 



BABW 
KETENTUANPENUT0P 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Gunung Mas. 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
pada tanggal, 30 juni 2022 

BUPATI GUNUNG MAS, 

'M'D 

JAYA SAMAYA MONONG 
Diundangkan di Kuala Kurun 
pada tanggal, 30 juni 2022 

SEKRBTARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS, 

'M'D 

YAKSITERSON 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR 605 

SaJfaflll Seauai dengan aslin 
KEPALA BAGI.AN 

TO,SH 
Pe ina (IV/ a) 

NIP. 19700617 200501 1 007 


